
Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaU
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SAI,INAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI
NOMOR KEP.2 9 / M,PPN /HK/ 03 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TWl KOORDINASI STRATEGIS SISTEM PERENCANAAN,
PENGANGGARAN, PEMANTAUAN, ANALISIS, DAN EVALUASI

KEMISKINAN TERPADU DI TINGKAT NASIONAL

MENTERI PERENCAN,{,{N PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Mcnimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka percepatan penangguTangan kemiskinan
baik di tingkat nasional maupull di tingkat daerah yaitu
provinsi, kabup^len / kota, dan desalkelurahan, diperlukan
suatu sistem yang mendukung kebijakan pengentasall
kerniskinan berbasis bukti dan data;

b. bahwa berdasarkan peftimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis
Sistem Perencan aan, Pengangsara\ Pemantauan, Analisis,
dan Evaluasi Kemiskinan Terpadu di Tingkat Nasional;

c. bahwa pejabat dan pegawai y^LB flamanya tercantufir dalam
Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi
persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai
anggota Tim Koordinasi Strategis Sistem Perencanaan,
Penganggaran, Pemantauan, Analisis, dan Evaluasi
Kemiskinan Terpadu di Tingkat Nasional;

1. Undang-UndanS Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Iernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104,, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesra Nomor 4421)1

2. Urrdang-Undang Nomor 6 Tahun 2074 tentang Desa
(lrmbarun Ncgara Tahun 2014 Nomor 7 , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1

Tahun 2020 teiltang Cipt4 Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia . .



Indonesia Tahw 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentanE
Pemcrintahan Daeruh (lcmbaran Negara Republik Indonesia
Tahtrn 201,4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana lelah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahrn 2022 tentang Hubungan Ke\t angaa antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (l*mbaran Negara
Republik Indonesia TahLtn 2022 Nomor 4, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)1

4. UndanS-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang AnBBarun
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
2oS,Tambahaa l*mbaran Negara Republik Indonesia Nomor
6827);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2Ol3 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapat^n dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 50 Tahun 2018;

6. Peratura;n Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia;

7. Peratotan Presiden Nomor 67 Tahun 2Ol9 tentang Penat^afi
Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju
Periode Tahun 20 | 9 - 2021;

8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi
Kementerian Negara sebagainlafi,a lelah ditbah dengan
Petaturan Presiden Nomor 32Tahw 2021;

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2O2O tentang Rencana

Pembangrnan Jangka Menengah Nasional 2O2O -2024;

10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2027 tentanS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2O2L lentang Ba.dan

Petencanaan Pembangunan Nasionall

72. Peratnran Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan PembanSunan Nasional

Nomor 5 Tahtn 2076 tefltang Perencanaan, Pelaksanaan,

Pelaporan, Pemantauan dan Evahtasi Kegiatan dan An884ran;

13. Per^Jrrran Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahsn 2O2O

tenta1.,l T^la Kerja dan Penyelarasan Keria serta Pembinaan
Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi

Penanggulangan...
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Mcnctapkar

PERTAMA

KXTIGA

KXEMPAT

KXLIMA

Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Kabu paten / Kotd;

11. Petaturan Menteri Perenca aan Pembangttnan
Nasional/Kepala Badan Pcrcncanaan Pembangunan Nasional

Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organis asi dan Tata Ke4a
Kementerian Petencanaan Pembangunan Nasional/Badan
P er encanaan Pembangunan Nasional;

MEMTITTJSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERINCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL/KXPAI,A BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI

STRATEGIS SISTEM PERENCANAAN, PENGANGGARAN,

PEMANTAUAN, ANALISIS, DAN EVALUASI KEMISKINAN TERPADU

DI T]NGKAT NASIONAL.

Membentuk Tim Koordinasi Strategis Sistem Perencanaan,

Pengansgaran, Pemantauan, Analisis, dan Evaluasi Kemiskinan
Terpadu di Tingkat Nasional untuk selanjutnya disebut Tim
Koordinasi Strategis SEPAKAT, dengan susunan keanSgotaan

seb agarmana tet c antum dalam Lampiran Keputusan ini.

Tim Koordinasi StrateSis SEPAKAT terdiri atas Tim Pengarah,

Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

Tim Pengarah bertugas:

a. memberikan aruhan kebijakan, mengawasi, membimbing,
memantau kemajuan, dan memberi sarafl pemecahan atas

permasalahan pelaksanaan kegiatan; dan

b. melakukan koordinasi 1int4s Unit Kerja Eselon I,

Kementerian,/Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

Penanggung Jawab bertugas terhadap seluruh pelaksanaan

kegiatan Tim Koordinasi Strategis SEPAKAT dan melaporkan hasil

pelaksanaan kegiatan kcpada Pengaruh.

Tim Pelaksana bertugas:

a. melakukan koordinasi dengan kementetia:n/lembagl terkait
guna keterpadttan dan kelancaran pelaksanaan Tim Koordinasi

Strategis SEPAKAT;

b. melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait
guna penyempurnaan Sistem dan Tata Kelola SEPAK,.AT;

c. melakukan koordinasi dengan kementenan/lembaga terkait

dalam pemanf aatan Sistem SEPAKAT;

d. mclakukan

KI,DUA



KEENAM

KEruJUH

4-

d. melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait
dalam pengintegrasian SEPAKAT dengan sistem lainl

e. melakukan koordinasr dengan pemerintah daerah terkatt
percepatan penang4langan kemiskinan di daerah berbasis
bnkti dan data;

f. memberikan fasilitasi dan pelatlhan/ pengembangan
pet'nanfaatan Sistem SEPAKAT kepada daerah dalam hal tni
adalah provinsi d an kabupaten/kota serta desa/kelurahan;

g. memberikan arahan togas kepada Tenaga Pendukung Tim
Koordinasi Strategis SEPAKAT; dan

h. melaporkan tugasnya secara berkala kepada Penanggung

Jawab.

Tenaga Pendukung bertugas:

a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam
Pengumpulan data dan informasi; dan

b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan
oleh Tim Pelaksana.

Segalabiaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim
Koordinasi Strategis SEPAKAT dlbcbankan pada Anggaran
Pend,apatan d,an Belanja Negar4 Kementerian Perenc4naall
Pembangunan Nasional,/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Tahun Anggaran 2023.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diletapkan dan berlaku surut
sejak 2 JanvaJi 2023.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

SUHARSO MONOARIA

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Brro Hukum,

z>-
RR. Rrta Erawati

Ditetapkan di Jakart^
pada tanggal2S Marct 2023

KEDEI.APAN



SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPATA BAPPENAS

NOMOR KEP.29 / M.PPN /HK/ 03 / 2023
TANGGAL 28 MAF.fT 2023

SUSUNAN KXANGGOTAAN

T]M KOORDINASI STRATEGIS PERXNCANAAN, PENGANGGARAN, PEMANTAUAN,

EVAI,UASI, DAN ANALISIS KEMISKINAN TERPADU DI TINGKAT NASIONAL

A. TIM PENGARAH

Ketua

Anggota

B. PENANGGUNGJAWAB

C. TIM PELAKSANA

Ketua

Wakil Ketua

Anggota

Menleri PPN/Kepala Bappenas.

1. Kepala Badan Pusat Statistik.

2. Direktur Jenderal Bina Pembangunan
Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

3. Direktur Jenderal Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa,

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik
Indonesia.

Deputi Brdang Kependudukan dan
KetenaSake4aan, Kementerian PPN / Bappenas.

Direktur Penanggulangan Kemiski.nan dan

Pefiberdayaan Masyarakat, Kementefian
PPN/Bappenas.

Widaryatmo, Kementerian PPN/Bappenas.

1. Direktur Statistik Ketahanan Sosial, Badan

Pusat Statistik.

2. Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan

Informasi Pembangtnan Daerah,
Kementerian Dalam Negeri.

3. Kepala Pusat Data dan Informasi,
Kemenlerian Dalam Negeri.

4. Direktur Fasilitasi Pengembangan

Kapasitas AparatJr Desa, Kementerian

Dalam Negeri.

5. Direktur .



5. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah
Daerah III, Kementeriall Dalam NeSeri.

6. Direktur Evaluasi dan Sistem Informasi,
Kemenlerian Dalam Negeri.

7. Kepala Pusat Sistem Informasi dan
Teknologi Keuangan, Kementerian
Keuangan.

8. Direktur Sistem Penanggulangan Bencana,
Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

9. Direktur Pengembangan Strategi
P enanggulangan B enc an a, Badan Nasional
P en anggul angan B enc an a.

10. Kepala Pusat Data, Informasi, dan
Komunikasi Kebencanaan., Badan Nasional
P enanggul angan Benc an a.

11. Direktur Pembangunan Daerah,
Kementerian PPN/Bappenas.

12. Direktu Tata RuanS dan Penanggulangan
Bencana, Kementerian PPN/Bappenas.

13. Kepala Pusat Data dan Informasi
Perencanaan Pembangunan, Kementerialt
PPN/Bappenas.

14. Kepala Subdirektorat Sosial dan Budaya,
Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah
Daerah III, Kementerian Dalam Negeri.

15. Kepala Subdirektorat tasilitasi
Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa,

Kementerian Dalam Negeri.

1 6. Nur Syahrizal,, Badan Pusat Statistik.

1 7. Andika Arie Prasetiyo, Badan Pusat Statistik.

18. Teguh Harjito, Badan Nasional
P enanggalangan B enc an a.

19. Dinar Dana Kharisma, SE, MALD,
Kementerian PPN/Bappenas.

20. Rony Komala Winoto, S.Kom., Kementerian
PPN/Bappenas.

21. Asep Sukmayadi, ST, MT, Kementerian
PPN/Bappenas.

22. Alen ...



D. TENAGA PENDUKUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

-s

22. Alen Ermanita, Kementerian
PPN/Bappenas.

23. Diah lenggogeni, Kementerian

PPN/Bappenas.

24. Fisca Miswari Aulia, S.Si., MS.,
Kementerian PPN/Bappenas.

25. Arnnissa Sri Kusumawati, ST, MPP, MPA,
Kementerian PPN/Bappenas.

26. Adhi Rachman tuana, SE, M.DevtSt.,
Kementerian PPN / Bappenas.

27. Riski Raisa Putra, SE, MS, Kementerian
PPN/Bappenas.

28. Dwi Rahayuningsih, SE, MPP, Kementerian
PPN/Bappenas.

29. Anie Wibowo Witjaksono, ST,

Kementerian PPN / Bappenas.

1. Jarct Nugroho, S.KPm., Kementerian
PPN/Bappenas.

2. Gennady C1rritra Pati, ST, Kementerian
PPN/Bappenas.

3. Hermawan, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPAL{ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

SUHARSO MONOARIA

nd

Z:,-
RR. tuta Erawati


